BUPPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 421/ 546/ Kpts/BPT-PS/2016

TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LUAR BIASA BALAI SELASA
KAB UPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang . a  bahwa untuk mendukung kelanceran kegiatan
Pelayanan Pendidikan Satuan Pendidikan pada
Sekolah Luar Biasa (SLB) Balai Selasa dalam
penuntasan bagi Anak Usia Wajib Belajar yang
memi iliki penyandang Desabilitas di Kabupaten Pesisir
Selatan, perlu menetapkan dari status Satuan
Pendidikan Swasta bernama SLB ABCD Swasta Balai
Selasa pada Yayasan Penyantun Anak Cacat (YPPAC)
menjadi Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)
Negeri Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, periu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinst  Sumeliera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
195& Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

-

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Unding-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); a



-’ﬁﬁ*f* Pemerintahan B&-Bt:&h
Republik  Indonesia ~ Tahun 2C
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

~

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .";t
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan . |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

)

_ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

(] Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang _
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 )
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pmdzdm_
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T Y
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara [
Indonesia Nomor 5410);







